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ABSTRAK

Chrismartin Celcius Lubis : Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan di UPTD
2007/84284 SAMSAT Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera
Utara.

Penelitian ini dilatar belakangi karena kurangnya penerapan prinsip transparansi dan
akuntabilitas di UPTD SAMSAT Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dalam
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya pelayanan dalam pengurusan STNK
dan pajak kendaraan bermotor. Salah satu tuntutan pelaksanaan good governance dalam
pelaksanaan fungsi pemerintahan adalah bagaimana pemerintah menciptakan suatu pelayanan
publik yang transparan dan akuntabilitas. Sehingga nantinya akan dapat mewujudkan good
governance dalam pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan SAMSAT Kabupaten
Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan fungsi pelayanan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, karena
berusaha menggambarkan dan mendiskripsikan secara nyata tentang suatu keadaan
sebagaimana adanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, metode
observasi, dan studi dokumentasi.

Penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa dalam penerapan prinsiptransparansi
dan akuntabilitas pelaksanaan pelayanan publik, SAMSAT Kabupaten Labuhan Batu
Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya melaksanakan pelayanan yang transparan dan
akuntabel, karena masih adanya permasalahan yang terjadi di SAMSAT Kabupaten Labuhan
Batu. Hal ini terjadi karena kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki SAMSAT.
SAMSAT Kabupaten Labuhan Batu belum mempunyai media online, media cetak, dan
belum melaksanakan pameran pembangunan. Selain itu SAMSAT Kabupaten Labuhan Batu
belum mempunyai peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi. Kurangnya
pelakasanan pelayanan yang transparan dan akuntabel juga dikarenakan berbagai kendala
yang dihadapi SAMSAT Kabupaten Labuhan Batu. Kurangnya sarana dan prasarana
menyebabkan sulitnya masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor SAMSAT untuk
mendapatkan informasi. SAMSAT Labuhan Batu hanya memiliki 1 unit mobil SAMSAT
keliling yang meyebabkan kurangnya pelayanan kepada masyarakat. SAMSAT Kabupaten
Labuhan Batu juga belum mampu melayani kecamatan Panai Hilir karena beratnya medan
untuk mencapai wilayah tersebut. Berbagai upaya telah dilaksanakan SAMSAT Labuhan
Batu seperti pengajuan proposal ke pusat untuk pemenuhan sarana dan prasarana.

Beradasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa SAMSAT Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara belum melaksanakan
fungsi pelayanan sepenuhnya, karena masih ada permasalahan-permasalahan yang terjadi
pada proses pelayanan. Hal ini terjadi karena kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki
SAMSAT. SAMSAT Kabupaten Labuhan Batu belum mempunyai media online, media
cetak, dan belum melaksanakan pameran pembangunan. Pelayanan yang tidak transaparan
karena kurangnya ketersediaan informasi yang diberikan oleh SAMSAT Kabupaten Labuhan
Batu kepada masyarakat. Selain itu SAMSAT Kabupaten Labuhan Batu juga belum
mempunyai peraturan khusus yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.
Dalam pelaksanaan pelayanan yang transaparan dan akuntabel, SAMSAT Labuhan Batu
memiliki berbagai kendala seperti kurangnya unit mobil SAMSAT keliling, dan SAMSAT
belum mampu melayani kecamatan Panai Hilir secara langsung karena beratnya medan untuk
mencapai wilayah tersebut.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kewajiban terpenting negara seperti yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Dasar 1945 adalah melayani setiap warga negara dan penduduk
untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Hal ini
terlinat jelas dari pengertian Pelayanan Publik yang dikemukakan pada UU
Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai berikut:

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

Dapat dikatakan bahwa pelayanan publik adalah suatu pelayanan yang
sangat penting kepada publik, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik. Oleh
karena itu, pelayanan publik harus memiliki standarisasi yang jelas untuk
menunjukkan bagaimana pelayanan publik yang baik. Pada hakikatnya
standarisasi kinerja yang profesional telah diatur sebelumnya oleh Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 1993, yaitu : (1) Sederhana, mudah,
lancar dan tidak berbelit-belit; (2) Aman, proses dan hasil pelayanan umum dapat
memberikan keamanan; (3) Terbuka dalam segalah hal; (4) Ekonomis; (5)
Efisiensi; (6) Adil dan merata; (7) Tepat waktu.

Pelayanan publik yang baik pada akhirnya diharapkan akan menciptakan

Good Governance (asas umum pemerintahan yang baik). Kondisi seperti ini



merupakan hasil tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan
pemerintah dengan baik. Sistem penyelenggaraan pemerintahaan yang baik
memungkinkan terlaksananya pembangunan yang berlangsung secara berdaya
guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN).

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang merupakan limpahan
Pemerintah Pusat kepada Daerah. Meskipun demikian, urusan pemerintahan
tertentu seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal
nasional masih diatur Pemerintah Pusat.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama
mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita — cita bangsa dan
negara. Dalam hal ini, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban pemerintah yang tepat, jelas dan nyata sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil
guna dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Menurut Sedarmayanti (2003:2) perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk
meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran
dan kapasitas parlemen serta tersedianya akses yang sama pada informasi

masyarakat luas.



Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan transparanasi dan
akuntabilitas pelayanan diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan
Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Beberapa studi
menunjukkan bahwa akar permasalahan yang menyebabkan buruknya kinerja
pelayanan publik adalah prosedur yang berbelit-belit dan tidak transparan serta
tidak akuntabel. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik
adalah salah satu hal yang harus segera diwujudkan demi untuk meningkatkan
keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan memenangkan persaingan di era
globalisasi ini.

Mardiasmo (2002:24) menjelaskan terdapat 9 prinsip good governance
antara lain: participations, rule of law, transparansi, responsiveness,
profesionalitas, equity, value for money (economy,efficiency and effectiveness),
accountability, strategic vision. Dari sembilan karakteristik good governance,
paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik
menurut Sedarmayanti (2004:24) karakteristik pemerintahan yang baik, paling
tidak memiliki tiga karakteristik utama, yaitu: transparansi, supremasi hukum, dan
akuntabilitas.

Kriteria atau unsur-unsur yang dikemukakan tersebut, akuntabilitas dan
transparansi merupakan dua kriteria pokok yang selalu ada dalam good
governance. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good governance dewasa ini
boleh dikatakan sebagai harga mati yang harus dilakukan pemerintah.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban lembaga eksekutif selain disebabkan oleh



adanya tuntutan perkembangan paradigma good governance dan perkembangan
demokratisasi, juga karena kesadaran kritis masyarakat yang sudah mulai tumbuh
subur.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu penjabaran secara lebih rinci
mengenai transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, karena pelaksanaan
transparansi dan akuntabilitas dalam penyelengaraan pelayanan publik akan
meningkatkan pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas harus
dilaksanakan pada seluruh aspek manajemen pelayanan publik, meliputi
kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan laporan hasil kinerjanya.
Transparansi dan akuntabilitas hendaknya dimulai dari proses perencanaan
pengembangan pelayanan publik karena sangat terkait dengan kepastian berusaha
bagi investor baik dalam negeri maupun luar negeri, serta kepastian pelayanan
bagi masyarakat umum yang memerlukan dan yang berhak atas pelayanan.

Permasalahan transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu
persoalan dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang hingga saat ini terus dikaji
pelaksanaanya oleh pemerintah. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban
pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan
prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan
pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan
yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi
penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan feedback

atau outcomes terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.



Keberhasilan dan kegagalan untuk mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas akan sangat besar artinya bagi upaya memperbaiki pemerintahan dan
pengelolaan kekuasaan di Indonesia. Oleh karena itu, upaya yang sungguh-
sungguh meningkatkan transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu keniscayaan
kalau kita ingin membangun Indonesia baru yang lebih baik. Transparansi dan
akuntabilitas tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi
juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel
oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah karena kualitas kinerja birokrasi
pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan
masyarakat. Namun demikian transparansi dan akuntabilitas yang merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan secara utuh oleh setiap instansi dan unit
pelayan instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya belum juga dapat
dilaksanakan secara menyeluruh.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan salah
satu instansi pemerintah yang bertugas dalam hal pengadaan dan pengurusan
TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor). Dalam hal ini POLRI yang memiliki
fungsi penerbitan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), kemudian Dinas
Pendapatan Provinsi yang bertugas menetapkan pajak kendaraan bermotor (PKB)
dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), sedangkan PT Jasa Raharja
mengelola sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ).
seluruh pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut diadakan pada satu kantor yang

dinamakan SAMSAT. Namun dalam pelaksanaan sistem tersebut bisa dikatakan



belum ada terciptanya pelayanan yang transparan dan akuntabel.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem administrasi manunggal satu atap)

Buruknya kinerja pelayanan publik ini antara lain dikarenakan belum
dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan
publik. Seperti yang terjadi di Kantor SAMSAT Kabupaten Labuhan Batu
Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan pada
tanggal 11 Januari 2012 bahwa banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan
pelayanan publik di Kantor SAMSAT Kabupaten Labuhan Batu Provinsi
Sumatera Utara khususnya pada saat masyarakat melakukan pengurusan STNK
maupun pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pelayanan di kantor SAMSAT
dianggap tidak memuaskan masyarakat, hal ini sering kali menimbulkan keluhan
dan protes dari masyarakat. Masyarakat sering mengeluhkan tentang prosedur
pelayanan yang berbelit-belit dan disiplin waktu pelayanan yang lama sehingga
masyarakat lebih banyak menggunakan tenaga calo. Jika ingin mempercepat
waktu penyelesaian, masyarakat akan membayar lebih kepada petugas. Selain itu,
masyarakat juga kurang mendapat informasi khususnya masyarakat yang
bertempat tinggal jauh dari kantor SAMSAT. Hal ini bisa terjadi dikarenakan
kantor SAMSAT Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara belum
sepenuhnya menerapkan prisip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan
sistem pelayanannya.

Hal ini sangat tidak sesuai dengan visi SAMSAT vyaitu: “Terdepan dalam
pengelolaan pendapatan daerah dan dibanggakan dalam pelayanan publik™.

Dalam visi tersebut disebutkan bahwa SAMSAT akan dibanggakan dalam hal



pelayanan publik oleh masyarakat. Tetapi SAMSAT Kabupaten Labuhan Batu
Provinsi Sumatera Utara belum menjalankan visi tersebut karena kurangnya
penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan.

Dengan adanya permasalahan di atas, tentu merupakan hambatan untuk
mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas guna menciptakan tata
kepemerintahan yang baik, yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan di atas, maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian tentang “TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS PELAYANAN DI UPTD SAMSAT KABUPATEN

LABUHAN BATU, PROVINSI SUMATERA UTARA”.

B. Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, dan Rumusan Masalah
1. ldentifikasi Masalah
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah
sebagai berikut:
a. Belum optimalnya penerapan transparansi pelayanan di kantor
SAMSAT Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara.
b. Belum optimalnya penerapan akuntabilitas pelayanan di kantor
SAMSAT Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara.
c. Masih adanya kendala-kendala dalam penerapan prinsip transparansi
dalam pelaksanaan proses pelayanan di kantor SAMSAT Kabupaten

Labuhan Provinsi Sumatera Utara.



d. Masih adanya kendala-kendala dalam penerapan prinsip akuntabilitas
dalam pelaksanaan proses pelayanan di kantor SAMSAT Kabupaten

Labuhan Provinsi Sumatera Utara.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka peneliti membatasi
pembahasannya, yaitu tentang proses prinsip transparansi dan akuntabilitas
pelayanan di Kantor SAMSAT Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara

dalam pengurusan kendaraan bermotor.

3.  Rumusan Masalah
Dari batasan masalah di atas, maka yang menjadi masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut
a. Bagaimana proses pelayanan yang transparan di Kantor SAMSAT
Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara?
b. Bagaimana proses pelayanan yang akuntabel di Kantor SAMSAT
Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara?
c. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip transparansi
di Kantor SAMSAT Kabupaten Labuhan Batu?
d. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas

di Kantor SAMSAT Kabupaten Labuhan Batu?



e. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam
pelaksanaan prinsip transparansi di Kantor SAMSAT Kabupaten
Labuhan Batu?

f. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam
pelaksanaan prinsip dan akuntabilitas di Kantor SAMSAT Kabupaten

Labuhan Batu?

C. Fokus Penelitian

Agar lebih terfokus, penelitian ini difokuskan pada penerapan

transparansi dan akuntabilitas pelayanan di Kantor SAMSAT Kabupaten

Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara tentang bagaimana dalam

pelaksanaannya agar bisa membuka diri terhadap hak-hak masyarakat demi

terlaksananya good governance.

D. Tujuan Penelitian

Dari uraian diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini

adalah:

1.

Untuk mengetahui proses pelayanan yang transparan di Kantor SAMSAT
Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara.
Untuk mengetahui proses pelayanan yang akuntabel di Kantor SAMSAT
Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara.
Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan

prinsip transparansi di Kantor SAMSAT Kabupaten Labuhan Batu.



10

4. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan
prinsip akuntabilitas di Kantor SAMSAT Kabupaten Labuhan Batu.

5. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala-
kendala dalam pelaksanaan prinsip transparansi di Kantor SAMSAT
Kabupaten Labuhan Batu.

6. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala-
kendala dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas di Kantor SAMSAT

Kabupaten Labuhan Batu.

E. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi
pengembangan konsep ilmu pengetahuan terutama dalam mata kuliah
Manajemen Pelayanan Publik.
2. Secara Praktis
a. Sebagai bahan masukan bagi pegawai kantor SAMSAT Kabupaten
Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi
penelitian lanjutan yang berhubungan dengan pelaksanaan transparansi

dan akuntabilitas pelayanan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Proses pelayanan yang transparansi di SAMSAT Kabupaten Labuhan batu belum
sepenuhnya dilaksanakan. Dalam pemberian informasinya, SAMSAT Kabupaten
Labuhan Batu masih terbatas pada iklan layanan, balai informasi, dan papan
pengumuman. Sarana yang belum lengkap seperti media online, menyebabkan
masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor SAMSAT kesulitan dalam
mendapatkan informasi. Jadi SAMSAT Kabupaten Labuhan Batu provinsi Sumatera

Utara belum sepenuhnya melaksanakan prinsip transparansi.

. Dalam hal proses pelayanan yang akuntabel, SAMSAT telah memiliki dasar hukum

yang menjadi standar pelaksanaannya, SAMSAT juga mendapat pengawasan
langsung dari DPRD dan BPKD, SAMSAT juga telah membuat laporan
pertanggungjawaban setiap periodenya. SAMSAT kabupaten Labuhan Batu belum
sepenuhnya melakukan pelayanan yang akuntabel karena pihak pengawas maupun
SAMSAT tidak mempunyai sanksi tertentu untuk menindak para pegawainya yang
melakukan kesalahan. SAMSAT Kabupaten Labuhan Batu juga tidak melaksanakan
SPM yang seharusnya menjadi standar pelayanan yang dilaksanakan oleh SAMSAT

karena biaya yang ditetapkan tidak sesuai dengan yang dibayar oleh masyarakat.

. SAMSAT Kabupaten Labuhan Batu memiliki kenndala-kendala dalam pelaksanaan

prinsip transparansi seperti belum adanya peraturan khusus yang langsung
dikeluarkan oleh pihak SAMSAT, dan kurangnya sarana seperti media online yang

seharusnya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi.
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4. SAMSAT Kabupaten Labuhan Batu memiliki kenndala-kendala dalam pelaksanaan
prinsip akuntabilitas seperti kurangnya sarana dan prasarana seperti pengadaan
SAMSAT Keliling. Sampai sekarang SAMSAT keliling belum mampu mencapai satu
(1) wilayah karena sulitnya medan ke daerah tersebut
5. SAMSAT kabupaten labuhan Batu telah melakukan upaya-upaya dalam mengatasi
kendala-kendala dalam pelaksanaan prinsip transparansi seperti pengajuan proposal
untuk melengkapi sarana dan prasarana terutama media online.
6. SAMSAT kabupaten labuhan Batu juga telah melakukan upaya-upaya untuk
mengatasi kendala dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas namun hingga saat ini
SAMSAT belum mampu mengatasi kendala tersebut. Karena hingga pada saat ini

SAMSAT kabupaten Labuhan Batu belum mampu mencapai kecamatan Panai Hilir.

B. Saran

1. Pimpinan SAMSAT Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara agar selalu
memberi motivasi kepada bawahannya untuk memaksimalkan penerapan prinsip
transparansi dan akuntabilitas, agar dapat mewujudkan good governance melalui
pelayanan publik.

2. Diharapkan untuk masa yang akan datang SAMSAT Kabupaten Labuhan Batu
Provinsi Sumatera Utara melakukan penambahan personil, melaksanakan
pembangunan sarana dan prasana serta semakin banyaknya personil mengikuti diklat
teknis di bidang pelayanan. meningkatkan kualitas SDM dengan harapan UPTD
SAMSAT memiliki Program yang terencana serta memiliki SDM yang mampu

mengaplikasikan perencanaan yang telah ditetapkan di lapangan.
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3. Sebaiknya Kantor SAMSAT Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara mulai
memikirkan bagaimana cara agar pelayanan yang diberikan bisa terintergrasi di dalam

suatu server dan berbasis online agar bias mempermudah masyarakat.
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